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ABSTRAK 
 

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI 
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

 
Oleh: 

RIZKY ADJI HERMA PRATAMA 
NPM: 19810070 

 
Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan 

pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud 
mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan 
salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan 
sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, apabila terjadi sengketa harta 
bersama pasca perceraian di antara keduanya, maka hal tersebut diajukan 
kembali ke Pengadilan Agama sebagai gugatan baru. Berdasarkan hal tersebut, 
maka permasalahan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pembagian harta 
bersama suami istri pasca perceraian. 2. Apakah faktor penghambat dalam 
pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian. 
 Pendekatan masalah yang penulis lakukan adalah dengan melakukan 
penelitian secara yuridis empiris dan normatif, yaitu dengan melakukan 
wawancara dengan para narasummber. 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:1. 
Pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilaksakan pembagianya setelah 
adanya putusan dari hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.  berdasar 
hukum KHI Pasal 97 janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari 
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Tata 
cara pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan beberapa 
tata cara, yaitu pembagian dapat dilakukan dengan cara musyawarah setelah 
keluarnya akta perdamaian (akta van dading) dari pengadilan agama. 2. Faktor 
penghambat dalam pembagian harta bersama suami istri pasca perceraian yaitu 
faktor hukumnya sendiri, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat. Faktor 
terjadinya hambatan pembagian harta bersama terjadi pada putusan nomor 
0266/Pdt.G/2022/PA.Mtr karena tidak adanya itikad baik untuk berkomitmen hasil 
dari putusan Pengadilan Agama dengan apa yang telah diputuskan oleh 
Pengadilan Agama semestinya harus dilandasi dengan adanya itikad baik oleh 
kedua belah pihak atau salah satu pihak. Karena kedua belah pihak tidak mengerti 
setelah terjadi putusan Pengadilaan Agama tentang harta bersama sesusai 
dengan amar putusan. 
 Saran dari penulis adalah: 1.  Diharapkan kepada pihak penggugat dan 
pihak tergugat dalam upaya pelaksanaan pembagian harta bersama, alangkah 
baiknya harta yang seharusnya dilaksanakan pembagian tersebut diindahkan 
sesuai dari putusan hakim dan diingatkan jika tidak mematuhi, maka pihak yang 
dirugikan dapat meminta pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Agama. 2. 
Diharapkan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat untuk kedepannya 
mengenai hasil putusan dari pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan atas 
apa yang telah putuskan. 
  



ABSTRACT 
 

JURIDICAL REVIEW OF THE DIVISION OF ASSETS  
WITH HUSBAND AND WIFE POST DIVORCE IN RELIGIOUS COURT 

 
By: 

RIZKY ADJI HERMA PRATAMA 
NPM: 19810070 

 The division of joint assets in marriage (gono-gini) needs to be based on 
the aspect of justice for all related parties. The intended justice includes the 
understanding that such distribution does not discriminate against any of the 
parties. The interests of each party need to be accommodated as long as they are 
in accordance with the actual reality, if there is a post-divorce joint property dispute 
between the two, then this matter is submitted again to the Religious Court as a 
new lawsuit. Based on this, the problems of this study are: 1. How is the division of 
joint assets after the divorce of husband and wife. 2. What are the inhibiting factors 
in the distribution of assets with husband and wife after the divorce. 

 The approach to the problem that the author uses is to conduct research in 
a juridical, empirical and normative manner, namely by conducting interviews with 
informants. 

 From the results of research and discussion, it can be concluded: 1. The 
implementation of the distribution of joint assets can be carried out after the 
decision of a judge who has permanent legal force. based on KHI law Article 97 
divorced widows or widowers are each entitled to half of the joint property as long 
as it is not specified otherwise in the marriage agreement. The procedure for 
implementing the distribution of joint assets can be done in several ways, namely 
the distribution can be done by way of deliberation after the issuance of the deed 
of peace (deed of van dading) from the religious court. 2. The inhibiting factors in 
the distribution of post-divorce joint property between husband and wife are the 
legal factors themselves, facilities or facilities, and community factors. The factor in 
the occurrence of obstacles to the distribution of joint assets occurred in decision 
number 0266/Pdt.G/2022/PA.Mtr because there was no good faith to commit to 
the results of the decision of the Religious Court with what had been decided by 
the Religious Court should have been based on good faith by both parties or one 
of the parties. Because both parties did not understand after the decision of the 
Religious Court regarding joint property in accordance with the ruling. 

 Suggestions from the author are: 1. It is hoped that the plaintiff and the 
defendant in the effort to implement the distribution of joint assets, it would be nice 
if the assets that should be distributed are heeded in accordance with the judge's 
decision and reminded that if they do not comply, then the aggrieved party can 
request execution from the Court Religion. 2. It is expected that the plaintiff and 
the defendant in the future regarding the results of the court's decision must be 
respected and carried out on what has been decided. 

  

















 

 

MOTTO 

 

“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”  
(Qur‟an, Ali „Imran:146) 

 
“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan, 

kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, maka 

itu akan menjadi Sodaqoh baginya” 

(Hadist Riwayat Al Bukhari) 

 
“Aku berpikir maka aku ada” 

(Descartes) 

 
“Hidup itu seperti menaiki sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus 

bergerak” 

(Albert Einstein) 

 
“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan berdo‟a, 

mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan senyum, dan 

mengakhirinya dengan bersyukur” 

(Penulis) 
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